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BAB
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3)
menyebutkan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
Berdasarkan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) Tahun 1982,
Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2
juta km? yang terdiri atas perairan kepulauan seluas 2,9 juta
km? dan teritorial seluas 0,3 juta km? ( Mahmudah, 2015).

Maluku Utara yang merupakan salah satu provinsi
kepulauan dalam wilayah Kesatuan Negara Republik
Indonesia. Wilayah perairan Provinsi Maluku Utara
merupakan 76% dari total wilayah Provinsi Maluku Utara.
Menurut Pemerintah Provinsi Maluku Utara (2017), Wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil Maluku Utara meliputi 8
(delapan) Kabupaten dan 2 (dua) Kota dengan jumlah pulau
sebanyak 805, memiliki luas wilayah 145.801,1 km?.

Posisi strategis Provinsi Maluku Utara dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai
pusat LIN (Lumbung Ikan Nasional) serta Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK) sektor perikanan menempatkan Maluku Utara
menjadi 8 daerah priorotas yang memiliki peran penting yang
dapat menyumbangkan devisa bagi negara dari sektor
perikanan dan kelautan. Hal ini penting kerena Maluku Utara
bukan saja luas wilayah didominasi laut dengan segala potensi



BAB DESKRIPSI
WILAYAH
PENELITIAN

Gambaran umum yang disajikan oleh penulis di dalam
penelitian ini, terdiri dari: gambaran wilayah hukum Polda
Maluku Utara, situasi Polda Maluku Utara dan lebih spesifik lagi
pada situasi Direktorat Polairud Polda Maluku Utara.

A. Gambaran Wilayah Hukum Polda Maluku Utara
1. Secara Geografis

Luas wilayah hukum Polda Maluku Utara 140.366,32
km?2, luas lautan 106.952,79 km? dan luas daratan 33.413,53
km?. Pulau berjumlah 395 pulau, berpenghuni sebanyak 64
pulau dan tidak berpenghuni sebanyak 331 pulau. Batas
wilayah, disebelah utara berbatasan dengan samudera
pasifik (Negara Philipina dan Republik Pulau Kepulauan),
sebelah barat berbatasan dengan pulau Sulawesi (Provinsi
Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah), sebelah timur
berbatasan dengan Provinsi Irian Jaya Barat yang dibatasi
dengan laut Halmahera, sebelah selatan berbatasan dengan
Provinsi Maluku Utara yang dibatasi laut Seram.

2. Secara Demografis
Jumlah penduduk Provinsi Maluku Utara 1.209.342
jiwa yang tersebar pada 2 (dua) Kota dan 8 (delapan)
Kabupaten, sesuai data BPS tahun 2019, dengan uraian
sebagai berikut:
a. Kota Ternate dengan jumlah penduduk 228.105 jiwa.
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BAB HASIL
PENELITIAN DAN
INTERPRETASI

A. Permasalahan Destructive Fishing di Maluku Utara.
Permasalahan dan perkembangan destructive fishing di
Maluku Utara, dapat diketahui dari terjadinya tindak pidana
perikanan  destructive  fishing, dan faktor-faktor yang
mempengaruhi sehingga terjadinya peristiwa dimaksud serta
dampak yang dimunculkan akibat terjadinya destructive fishing
tersebut.
1. Tindak Pidana Perikanan destructive fishing yang terjadi
di Maluku Utara
Untuk memotret dinamika tindak pidana perikanan
destructive fishing di Maluku Utara, secara faktual dapat
dilihat pada perkembangan kasus yang ditangani oleh
Ditpolairud Polda Maluku Utara pada periode tahun 2018
s.d tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Tindak Pidana Perikanan Destructive Fishing di Maluku
Utara Periode Tahun 2018 s.d. 2020

No Laporan Polisi I]ge(:jl:isila J1h Jenis Pa:]alleS:ng
(No & Tgl) Tsk BB )
n Dilanggar
1 2 3 4 5 6
Tahun 2018
1 | LP/08/VII/2018/ | Perairan | 2 = 2btl = UU
Ditpolair. Kec. Obi | org bahan No.12/1
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KESIMPULAN
DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di
atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak
pidana perikanan destructive fishing dan menimbulkan
implikasi diantaranya: (1) desakan ekonomi; (2) Bahan
peledak mudah diperoleh; (3) Terbukanya peluang pasar
yang menguntungkan; (4) Pengaruh bujuk rayu pemodal;
(5) Persaingan usaha para pemodal; (6) Kurangnya atau
tidak adanya  laporan dari warga masyarakat; (7)
Kurangnya kesadaran warga masyarakat; (8) Kurangnya
Intensitas pengawasan aparat penegak hukum; (9) Tidak
adanya keahlian lain untuk mendapatkan pekerjaan tetap;
(10) Adanya indikasi kerjasama antara pemodal, nelayan
dengan oknum penegak hukum. 11) adanya inflasi
kebutuhan jenis ikan tertentu di pasar.

2. Bahwa efektivitas penanganan tindak pidana desctructive
fishing di Ditpolairud Polda Maluku Utara belum efektif
pada aspek kesiapan sarana dan prasarana, dan aspek
kesiapan SDM, dan aspek anggaran. sedangkan sudah
efektif pada aspek pelaksanaan penegakkan hukum tindak
pidana destructive fishing.
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